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PUTUSAN
Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Kwd
» )) \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, NIK 7505025001950002, tempat tangal lahir, Molingkapoto 10 Desember
1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Sangobungo,
Desa Bulangoraya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten

Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;
MELAWAN

xx,tempat tanggal lahir Dambalo 06 Juni 1993, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun
Tengah, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten
Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2
Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang
dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Kwd, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 27 Mei 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status
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Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta

Nikah Nomor xx tanggal 02 Desember 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat Dusun Tengah, Desa Dambalo,
Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya
Penggugat dan Tergugat pisah Rumabh;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak
perempuan, yang bernama xx Umur 07 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh
oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan pada bulan Januari 2014
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis,
Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang di ketahui
langsung oleh Penggugat pada saat selingkuh Tergugat menelpon
Tergugat dan Penggugat sendiri yang mengangkat telpon tersebut
dimana selingkuhan Tergugat mengaku bahwa ia istri Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat karena Tergugat tidak memiliki mata pencahrian sehingga
yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Tante
Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2015, dimana Tergugat memarahi
Penggugat sedang mengurus akta kelahiran dari sepupu Tergugat bahkan
Penggugat di usir dari rumah dan Tergugat mencekik leher Penggugat
sehingga Penggugat pergi dari rumah pergi ke rumah orang tua Penggugat
di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,
dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat di Dusun
Sangobungo, Desa Bulangoraya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten
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Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di di Dusun Tengah, Desa Dambalo, Kecamatan
Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan
hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak pernah berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat,
sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di
atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan

selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xx)

kepada Penggugat (xx);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang
berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.
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Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 2 Desember 2020

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo

Utara.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xx, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan
SD, tempat kediaman di Dusun Bulontala, Desa Bulontala, Kecamatan
Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, hubungannya dengan Penggugat
adalah sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sampai terakhir
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Dambalo,
Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya
Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun setelah tahun 2014 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat
dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat

dengan cara adu mulut.

hal 4 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA. Kwd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penyebab Penggugat dan Tergugat
berselisih dan bertengkar karena tergugat berselingkuh dengan wanita
lain dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agusstus 2015, tergugat mengusir penggugat, dan saat ini penggugat
tinggal bersama orangtua saksi di Desa Molingkapoto, Kecamatan
kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

- Bahwa Selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak
pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun
kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2, xx, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, Kecamatan
Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai
Sepupu dari Penggugat;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat bernama xx dan Tergugat
XX.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sampai terakhir
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Dambalo,
Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya
Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun setelah tahun 2014 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat
dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat

dengan cara adu mulut.
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- Bahwa Sepengetahuan saksi Penyebab Penggugat dan Tergugat
berselisih dan bertengkar karena tergugat berselingkuh dengan wanita
lain dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agusstus 2015, tergugat mengusir penggugat, dan saat ini penggugat
tinggal bersama tante penggugat di Desa Molingkapoto, Kecamatan
kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

- Bahwa Selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak
pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun
kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa arena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat
mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa karena antara penggugat dan tergugat terhjadi perselisihan sejak
Januari 2020 menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal
sampai sekarang tidak pernah kembali lagi selama pisah tempat tinggal
tergugat tidak memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 27 mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 27 Mei 2013 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
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keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak
memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2015, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah
orangtua tergugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling
komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
dan anak penggugat dan tergugat.

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat
dengan cara menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan
tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak
harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan
atau kondisi tersebut tergambar dari adanya ketidak rukunan antara Penggugat
dan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang
menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan
rukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami dan
istri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumah
tangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat pada
keluarga tersebut selain perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan
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konstatering fakta tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan bahwa
dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman
bersama sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang oleh majelis dinilai bahwa
tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga sehingga dapat
mengarah pada pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan
Penggugat tidak merasa terikat lagi baik lahir (fisik) maupun batin (psikis)
dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama
sebagai suami istri akan tetapi suatu mitsagan ghalidzan yang bernilai sakral
dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang
(mawaddah dan rahmah) adalah hal yang sangat penting dalam membina
suatu rumah tangga, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahnya antara Penggugat dan
sampai sekarang telah menunjukan keutuhan rumah tangga yang telah pecah
(broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, majelis hakim menilai
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat
dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan
menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri
sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak
dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan
dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan
Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup
alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya
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yang terbaik bagi kedua belah pihak karena apabila kehidupan rumah tangga
yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan
akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan lagi cinta dan kasih sayang yang
ada dalam diri pasangan suami isteri melainkan penderitaan, maka majelis
hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terkahir untuk
mengakhiri kekerasan fisik (lahir) dan psikis (batin) yang dialami oleh
Penggugat dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun, dapat pula
disimpulkan dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal. Dalam persidangan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya
disamping itu keluarga dan majelis hakim telah berusaha menasehati
Penggugat akan tetapi tidak berhasil, serta ketidakhadiran Tergugat dalam
persidangan telah menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak
ingin mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah
pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.
Perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik
maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban
kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat
mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan

hal 10 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah
dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk
mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra
Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan
sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan
Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg ayat 1
dan 2).

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat
(xx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Sitriya Daud,
S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.l dan Arsha
Nurul Huda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fauzan
Nento S.H. I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat
tanpa hadirnya tergugat.
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HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
MUHAMMAD TAUFIQULLATIF, S.H.I SITRIYA DAUD, S.HI. M.H
ARSHA NURUL HUDA, S.H, PANITERA PENGGANTI,

FAUZAN NENTO, S.H.I

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00
- Panggilan :Rp  230.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
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